KONSEP DEMOKRASI
Dalam Bukunya

o
¢QJI
1o
Abdul Aziz Hakim

“Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia”

Di Susun Oleh :
Lukman Hakim (08230064)
Bagus Pamuji Rahardjo (08230067)
Ary Indra Djatmika (08230082)
Rahmad Hanafi (08230070)

limu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Malang
2011




Nilai Historis Sama ;

Konsep Hukum dan Demokrasi = dilahirkan untuk
membendung adanya kesewenang — wenangan dari
kekuasaan yang mempraktekkan sistem yang absolut
dan mengabaikan hak - hak dari rakyat itu sendiri.

Teori Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) = Sumber
kekuasaan tertinggi atau kedaulatan suatu Negara
berada di tangan rakyat.






Nextis=

Beberapa hal yang dapat mendefinisikan Demokrasi
Sumber Keabsahan kekuasaan dari kehendak rakyat
Sadar bahwa sumbernya dari, oleh, dan untuk rakyat

Keberhasilan keuasaan negara merupakan partisipasi
aktif rakyat (oleh rakyat)

Lembaga perwakllan hasil pilihan rakyat merupakan
penyalur aspirasi serta pengontrol dalam
penyelenggaraan kepentingan negara

Media massa sebagai sarana rakyat untuk
menyalurkan kehendak penyelenggaraan negara.







Demokrasi Di Indonesia Dalam UUD 194¢

e Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan ba
negara Indonesia menganut prinsip kedaulatz

e Rakyat menyerahkan kedaulatannya melalui
yang kemudian terjadi amandemen yang di s

agustus 2002 dan kemudian kedaulatan rakya
diserahkan kepada DPR.




Eksistenst Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang
menjadikan demokrasi sebagai aturan dasarnya.

Sistem demokrasi yang dipakai dalam pemilu di
Indonesia masih menggunakan sistem pemilihan
demokrasi representatif.



[mplementasi Nilai Demokrasi Indonesia
Impian yang Harus Di Realisasikan

Kebebasan Untuk berpendapat di muka umum

[kut serta dalam proses pengambilan kebijakan
di Indonesia melalui Musrenbang

Keterbukaan terhadap keragaman ideologi

dil.

Menerapkan nilai-nilai dari demokrasi
merupakan pekerjaan berat yang harus dilakukan
secara konsisten dan utuh. Karena konsep
demokrasi adalah sebuah konsep yang lahir dari
keinginan manusia sebagai konsep yang di
idealisasikan dalam merumuskan kehic?u an
ideal, sesuai dengan jiwa humanis yang fitroh.
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Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional lahir sebagai akibat dari
keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik
itu secara efektif sehingga timbul gagasan bahwa cara
yang terbaik untuk membatasi kekuasaan
pemerintaha ialah dengan sesuatu konstitusi.



legislatif Eksekutif Yudikatif

EKSEKUTIF o0 YUDIKATIF

PRESIDEN M.A.

Memilih electrolal votes Militer Pengadilan
Pemilu Pemilu Federal
Neg. Bag. | Rakyat AS Rakyat Amerika Serikat

Undang-undang dasar menjamin hak-hak politik dan
menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa,
sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen

dan lembaga-lembaga hukum






Syarat-syrat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang
demokratis dibawah Rule of Law

Perlindungan konstitusional

Badab kehakiman yang bebas dan tidak memihak
(independent and impartial tribunals)

Pemi

Kebel

ihan umum yang bebas
babasan untuk menyatakan pendapat

Kebel

basan untuk berserikat/ berorganisasi dan

beroposisi

Pendidikan kewarganegaraan (civic education)
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Kewenangan Komnas HAM dalam melakukan Fungsi
Pemantauan

Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan Laporan hasil pengamatan tersebut
Penyelidikan dan pemeriksaan

Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban

Pemanggilan saksi untuk diatay didengar kesediaannya

Peninjauan ditempat kejadian atau tempat lain yangdianggap perlu

Pemanggilan pihak terkait untuk memberikan keterangan

Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan dll

Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan






